WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PENGELOLA PAJAK DAERAH
DILINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah
Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan
kepada Pengelola Pajak Daerah  berdasarkan
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pengelola Pajak Daerah di lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4264);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



12. Peraturan daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pokok -pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PAJAK DAERAH DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah WalikotaTidore Kepulauan.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota
Tidore Kepulauan.

Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan
dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban
kerja;

Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu
jabatan struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi melebihi
hari dan jam kerja efektif dengan ketentuan yang berlaku;

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tambahan
Penghasilan PNS;

(1)

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN PENGELOLA PAJAK DAERAH

Pasal 3
PNS yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan

ketentuan hari dan jam kerja efektif diberikan tambahan penghasilan
PNS berdasarkan beban kerja.



(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan
kepada PNS yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi melebihi hari
dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Tambahan Penghasilan PNS pengelola Pajak Daerah diberikan setiap
bulan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tidopre Kepulauan.

(4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ditetapkan
dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 14 Nopember 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

%—

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 14 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,
-

=

M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 489.



